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Abstract 
General Elections (Pemilu) are the main foundation in a country's democratic system. However, 
the integrity and fairness of the election process is often faced with challenges and obstacles that 
affect legitimacy and public trust. This research aims to identify challenges, obstacles, and 
mitigation efforts in maintaining the integrity of honest and fair elections in Indonesia. Using a 
qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with five key informants, 
including Regional KPU Commissioners, Regional Bawaslu Commissioners, Community 
Leaders, Religious Leaders, and Legislative Candidates. Thematic analysis was conducted to 
identify patterns and themes that emerged from the data. The findings show that challenges 
such as money politics, resource disparities, manipulation of information, intimidation and 
violence are still significant problems in the election process in Indonesia. Barriers to 
implementing mitigation include limited supervision, involvement of related parties, and 
inadequate political culture. Recommended mitigation steps include strengthening supervision, 
political education, strengthening regulations, and community empowerment. This research 
makes an important contribution to the understanding and improvement of Indonesia's 
electoral system, as well as encouraging positive change in the country's political process. 
Keywords: Challenges, Obstacles, Mitigation, Elections 

  
Abstrak 

 Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan landasan utama dalam sistem demokrasi suatu negara. Namun, 
integritas dan keadilan proses Pemilu seringkali dihadapkan pada tantangan dan hambatan yang 
mempengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
tantangan, hambatan, dan upaya mitigasi dalam menjaga integritas Pemilu yang jujur dan adil di 
Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 
lima informan kunci, termasuk Komisioner KPU Daerah, Komisioner Bawaslu Daerah, Tokoh 
Masyarakat, Tokoh Agama, dan Calon Legislatif. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola 
dan tema yang muncul dari data. Temuan menunjukkan bahwa tantangan seperti politik uang, disparitas 
sumber daya, manipulasi informasi, intimidasi, dan kekerasan masih menjadi masalah yang signifikan 
dalam proses Pemilu di Indonesia. Hambatan dalam implementasi mitigasi termasuk keterbatasan 
pengawasan, keterlibatan pihak terkait, dan kultur politik yang kurang memadai. Langkah-langkah 
mitigasi yang direkomendasikan meliputi penguatan pengawasan, pendidikan politik, penguatan 
regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman 
dan perbaikan dalam sistem Pemilu Indonesia, serta mendorong perubahan positif dalam proses politik 
negara. 
Kata-kata kunci: Tantangan, Hambatan, Mitigasi, Pemilu 
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PENDAHULUAN  

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi sebuah 

negara. Di Indonesia, Pemilu dianggap sebagai mekanisme untuk menentukan arah dan 

pemimpin negara secara demokratis (Syafei & Darajati, 2020). Namun, dalam perjalanannya, 

proses Pemilu seringkali dihadapkan pada tantangan dan hambatan yang mengganggu 

integritasnya (“Secur. Vote,” 2018). Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara emas yang 

demokratis, transparan, dan adil, penting untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, serta 

upaya mitigasi dalam proses Pemilu yang jujur dan adil (Noor & Marlina, 2023). 

Dasar hukum Pemilihan Umum di Indonesia berlandaskan prinsip Luber, Jujur, dan 

Adil di diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan, di antaranya ialah 

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2023 tentang 

Pemilihan Umum merupakan landasan utama yang mengatur seluruh proses Pemilihan Umum 

di Indonesia (KPU, 2023). Di dalamnya diatur tentang prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu yang 

jujur, adil, dan transparan, serta tata cara pelaksanaannya. Kemudian Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pilkada: Meskipun berfokus pada Pemilihan Kepala Daerah, undang-

undang ini juga menegaskan prinsip-prinsip yang sama terkait pelaksanaan pemilihan umum 

yang jujur, adil, dan transparan di tingkat lokal”. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden: Undang-undang ini mengatur khusus tentang 

pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk prinsip-prinsip yang harus ditegakkan untuk 

menjaga integritas dan keadilan dalam proses tersebut. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

(KPU). KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu memiliki 

peraturan-peraturan yang lebih rinci untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. 

Peraturan KPU ini mencakup berbagai aspek teknis dan prosedural dalam pelaksanaan Pemilu 

(lian, 2023). 

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki peraturan-peraturan 

yang mengatur tentang pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran yang terjadi 

selama proses Pemilu. Peraturan ini juga mencakup mekanisme pengaduan, investigasi, dan 

sanksi terhadap pelanggaran Pemilu (Waid, 2021). Peraturan-peraturan Kementerian terkait. 

Selain regulasi dari KPU dan Bawaslu, ada juga peraturan-peraturan dari kementerian terkait 

lainnya yang turut menunjang kelancaran dan integritas Pemilu, seperti Kementerian Dalam 

Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Dasar hukum ini bersama-sama membentuk 
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kerangka kerja yang komprehensif untuk menjaga pelaksanaan Pemilu yang bersih, transparan, 

dan adil di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi yang efektif dari regulasi ini 

membutuhkan kerjasama antara berbagai lembaga terkait serta keterlibatan aktif dari 

masyarakat sipil untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut benar-benar ditegakkan 

dalam praktiknya (Abdullah, 2022). 

Adapun rumusan masalah dalam artikel ini  ialah : (1) Apa saja tantangan utama yang 

dihadapi dalam menjaga integritas Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia? (2) Apa hambatan 

utama yang menghalangi implementasi langkah-langkah mitigasi terhadap pelanggaran dalam 

proses Pemilu yang jujur dan adil? (3) Bagaimana upaya mitigasi dapat dilakukan untuk 

mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam Pemilu di Indonesia? 

Tujuan Penelitian ini ialah (1) Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama 

yang mengganggu integritas Pemilu di Indonesia, (2) Menganalisis hambatan yang menghalangi 

upaya mitigasi terhadap pelanggaran dalam proses Pemilu yang jujur dan adil, (3) Membahas 

langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang 

diidentifikasi, serta meningkatkan integritas Pemilu di Indonesia, dan  (4) Memberikan 

kontribusi kepada pemahaman dan perbaikan dalam sistem Pemilu Indonesia, serta 

menyumbangkan perspektif baru dalam memperkuat demokrasi dan integritas politik negara. 

Beberapa manfaat teoretis dan praktis dari penelitian ini adalah: 

Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini akan menjadi kontribusi penting bagi literatur akademik tentang proses 

demokratisasi dan pemilihan umum di Indonesia. Temuan dan analisis yang dihasilkan akan 

memperkaya pemahaman kita tentang tantangan, hambatan, dan mitigasi dalam menjaga 

integritas Pemilu. 

2) Penelitian ini juga dapat membantu dalam pengembangan teori tentang demokrasi dan 

pemilihan umum, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Analisis 

tematik terhadap data kualitatif dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang 

dinamika politik dan sosial di dalamnya. 

Manfaat Praktis 

1) Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi 

kebijakan yang konkret bagi penyelenggara Pemilu, lembaga pengawas, pemerintah, dan 

pemangku kepentingan lainnya. Rekomendasi ini dapat membantu memperbaiki proses 

Pemilu di masa depan. 
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2) Analisis terhadap hambatan dalam implementasi langkah-langkah mitigasi dapat membantu 

dalam merancang strategi pengawasan yang lebih efektif oleh lembaga-lembaga terkait 

seperti KPU dan Bawaslu. 

3) Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program pendidikan 

politik yang lebih efektif, baik di sekolah maupun di masyarakat umum. Hal ini akan 

meningkatkan literasi politik masyarakat dan memperkuat partisipasi mereka dalam proses 

demokratis. 

4) Dengan menyajikan hasil penelitian secara terbuka kepada masyarakat, penelitian ini dapat 

meningkatkan kesadaran publik tentang tantangan dan hambatan dalam menjaga 

integritas Pemilu. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam 

proses pemilihan umum. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik yang penting, 

tetapi juga memiliki dampak yang nyata dalam perbaikan dan penguatan sistem demokrasi serta 

integritas Pemilu di Indonesia. 

 
KAJIAN TEORI 

Terkait dengan pemilihan umum, terdapat serangkaian prinsip yang sangat penting 

untuk ditegakkan demi menjaga integritas dan demokrasi dalam proses tersebut. Definisi dari 

masing-masing prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

1) Prinsip Langsung. Merujuk pada proses di mana para pemilih secara langsung memilih para 

wakil mereka dalam pemerintahan tanpa perantaraan. Artinya, setiap suara diberikan 

langsung oleh pemilih untuk memilih calon yang diinginkan, tanpa ada tahapan perantara 

(Sunarso et al., 2019). 

2) Prinsip Umum. Artinya, setiap warga negara dewasa memiliki hak yang sama untuk 

memberikan suara dalam pemilihan, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis 

kelamin, atau faktor lainnya. Prinsip ini menjamin bahwa hak suara diberikan secara 

universal kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat (Syafei & Darajati, 2020). 

3) Prinsip Bebas. Mengacu pada kondisi di mana pemilih memiliki kebebasan mutlak untuk 

memilih calon yang diinginkan tanpa adanya paksaan, ancaman, atau pengaruh dari pihak 

manapun. Prinsip ini menjamin bahwa setiap suara diberikan atas dasar kehendak bebas dari 

pemilih (Anonym, 2021). 
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4) Pemilihan Umum yang Rahasia. Merupakan prinsip di mana hak suara seseorang dilindungi 

dan tidak dapat diketahui oleh pihak lain. Ini berarti setiap pemilih memiliki privasi dan 

keamanan dalam memberikan suaranya, sehingga tidak ada tekanan atau intimidasi yang 

mungkin timbul dari pihak lain (Thornley & Watawala, 2022). 

5) Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil. Prinsip ini mencakup keadilan dan kejujuran dalam 

seluruh proses pemilihan, mulai dari penyelenggaraan hingga penghitungan suara. 

Pemilihan harus dilaksanakan tanpa kecurangan, manipulasi, atau pelanggaran hukum 

lainnya, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk bersaing secara 

adil (OSCE/ODIHR, 2023). 

Dengan menjaga dan menerapkan prinsip-prinsip ini, sebuah negara dapat memastikan 

bahwa pemilihan umumnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan 

memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih. 

 
METODE 

Desain Penelitian 

Memilih pendekatan kualitatif untuk memahami perspektif, pengalaman, dan sudut 

pandang subjek penelitian (Ugwu, Chinyere. N. and Eze Val, 2023). Memilih subjek penelitian 

yang relevan dengan topik penelitian, yaitu 1 Komisioner KPU Daerah, 1 Komisioner Bawaslu 

Daerah, 1 Tokoh Masyarakat, 1 Tokoh Agama, dan 1 Calon Legislatif. 

Teknik Pengumpulan Data 

Melakukan wawancara mendalam dengan setiap subjek penelitian untuk memperoleh 

pandangan mereka (Rutledge & Hogg, 2020) tentang tantangan, hambatan, dan langkah-langkah 

mitigasi dalam menjaga integritas Pemilihan Umum. Dokumentasi, dengan mengumpulkan 

dokumen terkait Pemilu, seperti laporan KPU, Bawaslu, atau dokumen kebijakan terkait 

(Prayudi, 2024). 

Pelaksanaan Penelitian 

Mengatur jadwal wawancara dengan subjek penelitian sesuai dengan ketersediaan 

mereka. Kemudian melakukan wawancara mendalam dengan setiap subjek penelitian, 

menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya untuk memastikan topik 

yang relevan dan konsisten. Peneliti sebagai instrumen penelitian terbuka terhadap pengalaman, 

pandangan, dan saran dari subjek penelitian. Peneiti mengumpulkan dokumen yang relevan 

terkait Pemilu dan proses penyelenggaraannya. 
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Analisis Data 

Mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari wawancara dan dokumen terkait. Ini 

melibatkan pengkodean, pengelompokan, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola 

yang signifikan dan tema-tema kunci yang muncul. Menganalisis data dari perspektif subjek 

penelitian yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang 

tantangan, hambatan, dan upaya mitigasi dalam menjaga integritas Pemilihan Umum. 

Pelaporan Hasil 

Menyusun laporan penelitian yang menggambarkan temuan utama dari analisis data. 

Menyajikan temuan-temuan tersebut secara jelas dan komprehensif, termasuk dengan 

memberikan kutipan langsung dari wawancara atau dokumen yang relevan. Kemudian menarik 

kesimpulan yang berdasarkan pada temuan-temuan tersebut dan memberikan rekomendasi 

yang relevan bagi pemangku kepentingan terkait. 

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian dapat menyediakan wawasan mendalam 

tentang tantangan, hambatan, dan upaya mitigasi dalam menjaga integritas Pemilihan Umum 

dari berbagai perspektif yang berbeda. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tantangan dalam Pemilu yang Jujur dan Adil 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek 

penelitian, diperoleh informasi sebagai berikut. Tantangan dalam Pemilihan Umum baik 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilihan Calon Anggota Legislatif, dan DPD 

diantaranya ialah “Money Politics: Praktik politik uang menjadi ancaman serius bagi integritas 

Pemilu. Calon atau partai politik dengan dana besar cenderung memanfaatkannya untuk 

memenangkan suara, mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Sari et al., 2023). Sudah 

bukan rahasia lagi, bahwa setiap calon presiden dan wakil presiden, maupun calon anggota 

legislatif, dan DPD dari tingkat pusat sampai dengan daerah harus memiliki dukungan dana 

yang sangat besar jika ingin mencalonkan diri dari ratusan juta hingga milyaran rupiah. Hal ini 

karena tidak adanya batasan minimal ataupun maksimal dari pemerintah terhadap individu 

yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, 

maupun DPD)”. 

Disparitas Sumber Daya: Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, seperti media 

massa, dana kampanye, dan infrastruktur politik, menjadi hambatan bagi kandidat independen 
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atau partai kecil untuk bersaing secara adil dengan peserta yang lebih besar (Goodwin-Gill, 

2016). Meskipun ada Undang-undang yang mengatur tentang netralitas ASN/TNI-POLRI dalam 

Pemilihan Umum, tidak diragukan bahwa ASN/TNI-POLRI sering tidak netral karena adanya 

desakan dari Pemerintah, Penguasa, atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Manipulasi Informasi: Penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat mempengaruhi 

persepsi publik dan memanipulasi opini masyarakat, mengarah pada keputusan yang tidak 

sesuai dengan kepentingan nasional (Aïmeur et al., 2023). Adanya laporan kasus dalam 

Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden dan Legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD 

Kab/Kota, dan DPD) tahun 2024 yang baru lalu tentang fenomena Quick Count yang cenderung 

mendukung salah satu pasangan calon presiden wakil presiden. Hal ini akan mencederai prinsip 

Pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. Selain itu, adanya kesalahan dalam Sistem Informasi 

Komputer Si Rekap yang bisa mengubah-ubah hasil input data setelah data manual dimasukkan, 

meskipun sudah diawasi oleh saksi dari partai politik, saksi TNIPOLRI, maupun saksi dari tim 

pemenangan Pasangan calon Presiden wakil presiden. Hal ini menambah besar tingkat 

kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Umum. 

Intimidasi dan Kekerasan: Ancaman fisik, intimidasi, dan kekerasan terhadap kandidat, 

pendukung, atau pemilih menjadi ancaman serius bagi proses Pemilu yang bebas dan adil 

(Cabinet Office, 2018). Banyak laporan kasus selama Pemilihan Umum Tahun 2024 yang baru 

saja dilaksanakan seperti pengerahan pejabat pemerintahan desa/kelurahan, pengerahan aparat 

untuk menghentikan kegiatan unjuk rasa karena kecurangan, intimidasi terhadap masyarakat 

dengan ancaman tidak mendapat bantuan sosial (BLT), dan sebagainya. Adanya ancaman dari 

aparat penegak hukum yang seharusnya netral terhadap akademisi/ dosen di universitas untuk 

tidak menyuarakan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Umum 

Tahun 2024. 

Hambatan dalam Implementasi Mitigasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan wawancara diperoleh informasi 

bahwa hambatan dalam Pemilihan Umum dan Mitgasinya ialah “Keterbatasan Pengawasan: 

Meskipun ada lembaga pengawas seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan 

Pengawas Pemilu), keterbatasan sumber daya dan cakupan wilayah dapat menghambat 

efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran dalam Pemilu (Indonesia, 2018). 

Keterlibatan Pihak Terkait: Keterlibatan aktor politik yang memiliki kepentingan tertentu 

dalam proses Pemilu dapat menghambat implementasi langkah-langkah mitigasi yang 
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diperlukan. Aktor politik/pemerintah seharusnya bertindak netral karena harus dapat 

bekerjasama dengan komisi pemilihan umum dalam menciptakan Pemilihan yang Luber, Jujur 

dan adil (UNDP, 2023). 

Kultur Politik yang Kurang Memadai: Budaya politik yang masih rentan terhadap 

patronase, nepotisme, dan kolusi menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan politik 

yang bersih dan transparan. Tidak dipungkiri bahwa sampai saat ini, politik patronasi, 

nepotisme, dan kolusi masih menyertai Pemilihan Umum tidak hanya terjadi di pusat 

pemerintahan, tetapi juga terjadi di pemerintah daerah. Fakta nepotisme yang terjadi pada 

Pemilu Tahun 2024 ini sangat jelas, tidak beretika karena menghalalkan segala cara, diantaranya 

dengan mengubah aturan Undang-undang maupun peraturan di Mahkamah Konstitusi untuk 

memuluskan jalan salah satu kandidat calon wakil presiden. 

Mitigasi atas Tantangan dan Hambatan 

Hasil penelitian ini memberikan informasi Langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan atas 

tantangan dan hambatan dalam Pemiilihan Umum tahun 2024, yaitu: 

1) Penguatan Pengawasan: Meningkatkan kapasitas dan kemandirian lembaga pengawas, serta 

memperluas kerja sama dengan lembaga sipil dan internasional dalam pengawasan 

Pemilihan Umum. Hal ini seperti dikuatkan oleh penelitian (Kavriandi Musa & Rivaldi 

Moha, 2022). 

2) Pendidikan Politik: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam 

proses demokrasi, serta meningkatkan literasi politik untuk mengenali informasi yang valid 

dan menghindari penyebaran hoaks. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Bahri et al., 2023), 

(Fardiah et al., 2022) 

3) Penguatan Regulasi: Memperkuat undang-undang yang mengatur Pemilu, termasuk dalam 

hal pendanaan kampanye, transparansi penggunaan dana, dan sanksi yang tegas terhadap 

pelanggaran. Langkah ini juga mendukung hasil penelitian (Sani & Annisa, 2023) 

4) Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan 

pemantauan Pemilu melalui kegiatan seperti pemantauan pemungutan suara dan pelaporan 

pelanggaran (Mahyudin et al., 2023). 

 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Indonesia berada di persimpangan penting dalam memastikan integritas Pemilu Tahun 

2024 ini sebagai fondasi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi, 
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memahami, dan mengatasi tantangan serta hambatan yang dihadapi, bersama-sama kita dapat 

menuju Indonesia Emas yang diwujudkan melalui Pemilu yang jujur, adil, dan transparan, serta 

mewujudkan cita-cita demokrasi yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang relevan bagi para profesional 

akademik, seperti: 

1) Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan penting terhadap pengetahuan dan 

pemahaman tentang proses demokrasi, khususnya terkait Pemilu di Indonesia. Para 

akademisi akan memiliki akses kepada analisis mendalam tentang tantangan, hambatan, dan 

upaya mitigasi dalam menjaga integritas Pemilu. 

2) Pengembangan Teori dan Kerangka Kerja: Hasil penelitian ini dapat menginspirasi 

pengembangan teori dan kerangka kerja baru dalam bidang demokrasi, politik, dan studi 

pemilihan umum. Hal ini akan memperkaya literatur akademik dan memberikan pandangan 

yang lebih luas terhadap dinamika demokrasi di Indonesia. 

3) Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih 

mendalam tentang topik yang sama atau terkait. Para akademisi dapat mengembangkan 

penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi aspek-aspek spesifik yang muncul dari analisis 

tematik dalam penelitian ini. 

4) Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para akademisi dalam pengajaran mereka, baik di 

tingkat sarjana maupun pascasarjana, untuk mengilustrasikan konsep-konsep penting dalam 

studi politik, demokrasi, dan pemilihan umum. 

5) Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk kolaborasi antara para akademisi, baik di 

dalam maupun di luar negeri, yang tertarik dalam topik yang sama atau terkait. Hal ini dapat 

memperluas jaringan profesional dan memperkaya pertukaran ide dan pengetahuan. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi langsung 

terhadap pengetahuan akademik, tetapi juga memberikan peluang bagi para profesional 

akademik untuk terlibat dalam pengembangan lebih lanjut dalam bidang studi demokrasi dan 

pemilihan umum di Indonesia 
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